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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa
memberikan kemampuan dalam penyusunan Renstra kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kepulauan Talaud untuk rencana pembangunan lima (5) tahun kedepan yaitu tahun 2020-2025.
Renstra ini dibuat dan dihasilkan untuk menjadi suatu pedoman kinerja yang ingin dicapai dan sebagai
bahan evaluasi pengukuran kinerja yang telah dicapai.

Selain itu pula, penyusunan Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya
mengatur tentang pentingnya visi, misi dan strategi yang jelas dan terarah dalam perencanaan
pembangunan. Sehingga Renstra ini memiliki fungsi sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah yang sesungguhnya harus mengacu pada RPJM Daerah Propinsi Sulawesi
Utara dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Kiranya penyusunan Renstra ini menjadi landasan dan pedoman kerja bagi Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud pada penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) tahun 2020-2025 sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Melonguane,  Februari 2021

<~ - KEPALA SATUAN,

Drs. ADRTANSON A.M. TAAREGA
“PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670412 199512 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

18 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah rencana kerja setiap SKPD yang memuat tujuan,
sasaran, progaram dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renja SKPD. Rencana strategi disusun berdasarkan
sinkronisasi SKPD serta RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, juga merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selama waktu 5 (lima) tahun
yang disusun berdasarkan program kegiatan rencana pembiayaan yang menjadi
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjamin adanya konsistensis
perencanaan dan pemilihan progaram dan kegiatan prioritas sesuai dengan
kebutuhan Sat.Pol.PP.

Renstra ini juga berfungsi sebagai Rencana Strategi Dinas Sat.Pol.PP, dalam
penyelenggaraan pembagunan daearah secara spesifikasi tugas dan fungsi dalam
membantu tugas Kepala Daerah sebagai lembaga Penegak Peraturan Daerah,
Penegak disiplin pegawai, pelaksana keamanan dan ketertiban umum, pelaksana
fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dan sebagai tenaga tindak pencega
bahaya kebakaran di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2010
tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah nomor 41
tahun 2007 tentang perangkat pemerintah di daerah, maka pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam menjalankan sisitem pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan telah merencanakan langkah positif untuk memenuhi tuntutan
Era reformasi dalam visi dan misi yang jelas bagi perubahan dimasa yang akan
datang.

Terkait dengan berbagai aturan yang menjadi acuan maka didalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 termuat juga tentang tahapan, tata
cara penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
sehingga proses penyusunan Renstra harus melalui tahapan kegiatan, sebagai
berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
2. Orientasi Renstra SKPD mencakup:
- Dasar peraturan;
- Acuan teknis;
- Literatur.
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra kantor Sat.Pol.PP;

4. Pengumpulan Data dan Informasi;
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5. Penyusunan Rancangan Renstra Sat.Pol.PP

- Tahapan Perumusan

- Tahapan Penyajian

Selain itu pula untuk menjamin terciptanya sinergitas perencanaan, maka

Renstra kantor Sat.Pol.PP Kabupaten Kepulauan Talaud disusun sebagai

penjabaran dari RPJMD, dengan mempedomani Renstra Kemendagri RI, Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Utara, serta RTRW dan KLHS

Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga dalam penyusuan Rencana Kerja dan

progarm kegiatan pemerintah daerah diwajibkan mempunyai perencanaan strategis

yang baik, terarah dan akuntabel dalam rangkah untuk menjamin pelaksanaan

program kebutuhan Daerah Kepualauan Talaud.

2.

10.

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud;

Undang-Undang nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja;

Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang RI nmor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasioanal;

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

kerja Pemerintah Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

12. Peraturan Daerah nomor 33 tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Talaud;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 6 tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Dinas di Kabupaten Kepulauan Talaud;

14. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud nomor Tahun 2016 tentang
Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

15. Keputasan Bupati Kepulauan Talaud nomor 4 tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Talaud.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun penyusunan Renstra ini dimaksudkan spaya dapat menjadi acuan
utama dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025, yang didalam merupakan penjabaran
dan implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangkah Panjang (RPJP) dan dokumen Rencana Pembangunan
Jangkah Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025, selanjutnya
yang menjadi tujuan disusunnya Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah
sebagai dokumen perencanaan program kegiatan selama tahun periode kegitan
berjalan beserta kegiatan anggaran, RENSTRA ini juga menjadi dasar evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja pemerintah.
Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Talaud ini yaitu :
a. Menjadi dasar dan acuan perencanaan karena memuat arah kebijakan
pembangunan daerah selang waktu 5 tahun kedepan;
b. Menciptakan kepastian dalam akuntabilitas kebijakan dalam memperluas
sistem koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
c. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan akuntabilitas yang bersinergi antar
stacholder daerah;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien,
efektif dan berkelanjutan;
e. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan pembangunan.

4. SISITEMATIKA PENULISAN
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud tahun

2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sitematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

2. Sumber Daya SKPD

3. Kinerja Pelayanan SKPD

4. Tantangan dan Peluang Pemgembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUPOKSI

1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3. Telahan Renstra K/L

4. Telahan RTRW dan KHLS

S. Penentuan Isu-Isu Strategi

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi Misi SKPD

2. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menegah SKPD

3. Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikastif, dan lokasi

pelaksanaan kegiatan (diuraikan dalam bentuk tabel)

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama SKPD yang

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,

mempunyai tugas pokok :

Merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah,

pegawasan keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan perlindungam

masyarakat Kepulauan Talaud di daerah lingkup tugasnya

Membuat perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian

terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan penjagaan dan pengawalan

terhadap pejabat negara.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Talaud, maka Tugas dan Fungsi Dinas

Satuan Pamong Praja adalah sebagai berikut : Satuan Polisi pamong Praja

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Kententraman dan Ketertiban umum, Perlindungan masyarakat, dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Satuan

Polisi Pamong Praja meyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat dan kebakaran;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat dan kebakaran;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;

d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi berdasarkan Struktur Organisasi :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
a. merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, menetapkan,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
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Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan polisi

Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretaris

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksana koordinasi kegiatan di lingkungan Satpol PP;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
keuangan, perencanaan, umum dan kepegawaian;

c. Pengkoordinasian rencana program dan rencana kerja anggaran satuan;

d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian,
hokum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

e. Penyelenggaraan wurusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan
pengelolaan sarana;

f. Pelaksanaan pembuataan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik,
Standard Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;

g. Pengkoordinasian dan singkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj.IP) satuan;

h. Pengkoordinasian dan singkronisasi Peyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

i. Pengkoordinasian dan singkronisasi Peyusunan Laporan Keterangan
Pertanggng-jawaban Bupati;

j- Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga,
kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

k. Penghimpunan data dan informasi satuan;

1. Megkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun
tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

m. Menyampikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala
satuan dengan wewenang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh

Sekretaris maka di bagi dalam dua sub bagian yang masing-masing sub

bagian dipimpin oleh kepala sub bagian :
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A. Tugas Sub Bagian Keuangan dan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Programa mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana

program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan,
pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta sarana program
dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Programa sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Keuangan dan
Programa;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan melksanakan penyusunan
rencana kerja anggaran (RKA) sub bagian keuangan dan programa;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Satuan;

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satpol-PP;

e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang
berkaitan dengan urusan keuangan dan programa;

f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan sub Bagian;

g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingnan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan
Program;

h. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di
lingkungan satuan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan serta
anggaran satuan;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan system dan prosedur, tata hubungan kerja, serta
permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;

Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

—_.

k. Menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan satuan;
. Menyiapkan bahan dan menverifikasi harian atas penerimaan,;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi Satpol-PP;
Menyiapkan bahan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

" o P B

Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung-jawaban keuangan
satuan;

g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Satuan;
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r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Satuan;

s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi
anggaran pendapatan dan belanja Satuan;

t. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang Keuangan
dan Programa;

u. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang Keuangan dan Programa;

v. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub
bagian;

w. Menyiapkan bahan laporan kinerja sub bagian;

X. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj.IP) Satol PP dan Kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati serta Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah daerah;

y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas
membantu  sekretaris dalam melakukan pemberian dukungan
administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan
dokumentasi.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Umum dan
Kepegawaian;

b. Meyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA)
sub bagian Umum dan Kepegawaian,;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang
Umum dan Kepegawaian;

d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
dokumentasi, keprotokolan, kehumasan, dan perjalanan dinas;

e. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan
bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat,
kebakaran;

f. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan

informasi Satuan;
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g. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h. Mengelola barang milik daerah dalam penguasaan Satuan,;
i. Menyiapkan bahan  pelaksanaan, pengadaan, inventarisasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

j- Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub

bagian;

k. Menyiapkan bahan laporan kinerja program sub bagian;

1. Menyampaikan saraaan dan pertimbangan kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban kantor;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas membantu

kepala dinas satuan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

Operasinal dan Pengendalian, Ketertiban Umum dan Pembinaan Satuan

Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang operasional dan
pengendalan, ketertiban umum, dan pembinaan satlinmas;

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang;
Memverifikasi, megevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional dan
pengendalian;

Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan ketertiban
umum;

Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait satuan
perlindungan masyarakat;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

Menyiapkan bahan penyusunan realisasi anggaran Bidang;

Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala

satuan sesuai dengan wewenang bidangnya.
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Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman terdiri atas seksi-seksi:

A. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian (Opsdal) dipimpin oleh seorang

kepala seksi yang memiliki tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijjakan, pembinaan, pembimbingan dan melaksanakan kebijakan

teknis serta pamantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional dan

pengendalian.

Uraian tugas kepala seksi Operasional dan Pengendalian adalah sebagai

berikut :

a.

B
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Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang
Operasional dan Pengendalian;

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi
Operasioanl dan Pengendalian;

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang
berkaitan dengan operasional dan pengendalian;

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan
melaporkan kegiatan seksi;

Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan Operasional dan
Pengendalian;

Membuat rencana induk (master plan) kebijakan Operasional dan
Pengendalian;

Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi Operasional dan
Pengendalian;

Mengevaluasi program/kegiatan lingkup seksi Operasional dan
Pengendalian;

Menyusun petunjuk operasional Opsdal;

Menyusun dan memetakan potensi kerusuhan dan ujuk rasa;
Merencanakan, mengidentifikasi dan menyusun strategi serta
melaksanakan cipta kondisi;

Menyusunan perencanaan dan melaksanakan patroli;

. Menyusun perencanaan dan melaksanakan Pengamanan;

Menyusun perencanaan dan melaksanakan Pengawalan VIP dan VVIP;
Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan objek statis;
Melaksanakan tindakan darurat (tidak terduga) dalam pengamanan
dan pengawalan;

Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;

in
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Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi;
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai

tugas menyiapkan | bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan

pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi Ketertiban

Umum. |

Uraian tugas Seksi Ketertiban Umum sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang
Ketertiban UrnunT‘l;

Menyiapkan bath dan menyusun rencana program seksi Ketertiban
Umum;

Menyusun pedorrLan rencana induk (Master Plan) kebijakan ketertiban
umum,; l

Mengevaluasi pr | am/kegiatan lingkup seksi ketertiban umum;
Menyusun petunjuk operasional ketertiban umum;
Mengkoordinasik%m dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati;
Melaksanakan = pemetaan potensi pelanggaran Peraturan
Daerah/ Peraturatil Bupati non pidana;

Melakukan inver‘itarisasi dan analisa sangsi Perturan daerah non
pidana; |

Melaksanakan plengawasan pelanggaran Peraturan Daeran non
pidana; |

Melaksanakan évaluasi permasalahan pelanggaran penegakan
Peraturan daerah}/Peraturan Bupati non pidana;

Melakukan pene$akan peraturan daerah/Peraturan Bupati melalui
pemberlakuan saﬁlksi secara non yustisi;

Merencanakan, rlflelaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan
melaporkan kegia¥an seksi;

Menyiapkan baHan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian eval;hasi di lapangan;

Menyiapkan bahain dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi,
Menyiapkan bahah dan menyusun laporan kinerja program seksi;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.



